SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERANGKATAN PERJALANAN

Menimbang

Mengingat

Catatan :

IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan
penghargaan kepada ASN yang terpilih sebagai ASN
terbaik dan partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan
Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 86  Tahun 2019 tentang
Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata
Rohani sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 124 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86
Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah

Umroh dan Wisata Rohani;

b.bahwa dalam rangka  optimalisasi pelaksanaan
Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata
Rohani, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86
Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah
Umroh Dan Wisata Rohani sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 124 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata

Rohani, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019
Tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Dan

Wisata Rohani;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir = dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN
WISATA ROHANI.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor
86 Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata
Rohani (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 86)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 124
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86
Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata
Rohani (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 124)
diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kriteria Umum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g
adalah:
a. tidak pernah terkena hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir;
dan
b. ASN yang memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat | : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik . Balai Besar
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukumyang sah.” @ \ . - czﬂg L:M?

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah =y ‘ S.‘»:}E'“ ui ik@_s;
diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. N 27 Elektronik




(2) Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN wajib

memiliki salah satu kriteria khusus sebagai berikut:

a. penyandang kejuaraan tingkat provinsi atau nasional;

b. penerima penghargaan atas penemuan/penciptaan suatu karya;

c. penerima penghargaan ASN terbaik/ASN of The Year dan/atau
sejenisnya tingkat Daerah;

d. berdedikasi tinggi dan berkontribusi dalam memajukan pembangunan
Daerah; dan

e. berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, kepemudaan, sosial, dan
kemasyarakatan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SOLIKHUN,S.H,M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007
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